Menimbang

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, menegaskan bahwa Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang



Menetapkan

16.

17.

18.

Tahun 2015 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang  Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota  Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2020 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2021 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.
Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



10.

11.

12.

13.
14.
15.

Walikota Daerah adalah Walikota Pangkalpinang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya
dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan
yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Neraca Pemerintah  daerah  merupakan laporan yang
menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional merupakan Laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Laporan Arus Kas merupakan Laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu
periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif,
analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam laporan realisasi.

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja.
Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.

Sisa lebih pembiayaan anggaran selanjutnya disingkat SILPA
adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran

selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021



berupa laporan keuangan memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

ISH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

0

Neraca;

a

Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

™

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 3
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 948.312.093.447,38
b. Belanja Rp 903.107.395.502,69
Surplus Rp 45.204.697.944,68
c. Pembiayaan
- Penerimaan
Rp 95.812.948.511,89
- Pengeluaran
Rp 2.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 93.812.948.511,89
+
SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Rp139.017.646.456,57

Pasal 4
Uraian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b sebagai berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp33.187.066.258,97

dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 915.125.027.188,41
2. realisasi Rp 948.312.093.447,38
Selisih lebih / (kurang) Rp 33.187.066.258,97

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 103.830.580.197,60

dengan rincian sebagai berikut:



1. anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.006.937.975.700,30
2. realisasi Rp 903.107.395.502,70

Selisih lebih / (kurang) Rp 103.830.580.197,60

Selisih anggaran dengan realisasi surplus /defisit sejumlah Rp(46.608.250.567,21)
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (91.812.948.511,89)

2. realisasi Rp 45.204.697.944,68

Selisih lebih/(kurang) Rp (46.608.250.567,21)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 95.812.948.511,89
2. realisasi Rp 95.812.948.511,89
Selisih lebih / ( kurang ) Rp 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp4.000.000.000,00

perubahan
2. realisasi Rp2.000.000.000,00
Selisih lebih / ( kurang ) Rp2.000.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(2.000.000.000,00)
dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto Rp91.812.948.511,89

2. realisasi pembiayaan netto Rp93.812.948.511,89

Selisih lebih / ( kurang ) Rp(2.000.000.000,00)




g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih:
1. Saldo Anggaran Lebih Awal

2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

SILPA (SIKPA)
3. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Rp 95.812.948.511,89

Rp139.017.646.456,57
Rp139.017.646.456,57

Neraca dan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

dan huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Neraca:
1. jumlah Aset
2. jumlah Kewajiban

3. jumlah Ekuitas

b. Laporan Operasional:
1. Jumlah Pendapatan LO
2. Jumlah Beban
3. Surplus / Defisit Operasional
4. Pos Luar Biasa

5. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pasal 6

Rp3.254.437.056.829,56
Rp 16.761.121.407,13
Rp3.237.675.935.422,43

Rp1.000.285.002.553,03
Rp 850.384.478.241,26
Rp 149.900.524.311,77
(Rp  235.156.457,00)
Rp149.665.367.854,77

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf e dan huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31

Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
a. Laporan Arus Kas:

1. Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari
Tahun 2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Saldo Kas Akhir di BUD
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara JKN

© N oo U A W N

Rp 96.373.207.696,89
Rp 232.872.389.329,62
Rp (189.667.691.384,94)

Rp (535.980.553,00)
Rp 139.041.925.088,57
Rp 53.319.011,00
Rp 0,00

Rp 710.247,00



9. Saldo Kas di BLUD Rp 14.500.739.152,96

10. Saldo Kas di BOS Rp 4.186.718.155,12

11. Saldo Kas Lainnya Rp 24.278.632,00

12.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Rp 139.041.925.088,57
Tahun 2021

b. Laporan Perubahan Ekuitas: Rp 3.094.266.059.686,01

1. Ekuitas Awal Rp 149.665.367.854,77

2. SURPLUS / DEFISIT - LO

3. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan (Rp 6.255.492.118,35)
Akuntansi /Kesalahan Mendasar Rp 3.237.675.935.422,43

4.. Ekuitas Akhir

Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 8
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri
dari:

a. Lampiran I LRA terdiri dari:

Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan kelompok, jenis pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil
dan sub kegiatan beserta keluaran;

b. Lampiran II : Laporan Perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : Laporan Operasional;

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;



5 @ ™o

[y

Lampiran V
Lampiran VI

Lampiran VII

. Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

. Lampiran XI

Lampiran XII

m. Lampiran XIII

n.

o

nJ

v

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Neraca;

Laporan arus kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih;

Daftar  rekapitulasi dana  bergulir dan
penyisihan dana bergulir piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Daftar Rekapitulasi aset tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam
pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;

Daftar Dana cadangan daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai  akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 9

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan mengenai

Pasal 10

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan

Walikota.



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Agustus 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,
dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 31

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (9.44/2022)



